BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ruang laktasi sudah tersedia di hampir di hampir semua kantor pelayanan
publik di Kabupaten Blitar. Hanya beberapa kantor kecamatan di
Kabupaten Blitar yang belum mempunyai ruang laktasi. Namun, ruang
laktasi yang fasilitasnya memadai dan sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 hanya di kantor pelayanan kesehatan
seperti puskesmas dan rumas sakit saja.

2. Ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten
Blitar di tinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013,
dengan diterbitkannya surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
tentang penyediaan ruang laktasi. Hampir semua kantor meneyediakan
ruang laktasi, tetapi pejabat dari kantor pelayanan publik masih belum
paham terkait penyediaan ruang laktasi, karena tidak mendapatkan
sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terkait penyediaan
ruang laktasi yang memenuhi standar. Para pejabat hanya berpedoman
pada surat edaran saja dan tidak mencari informasi yang lain. Sehingga
ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten

Blitar masih belum memenuhi standarisasi yang sudah diatur dalam
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata cara
penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/ataumemerah air susu.

3. Ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten
Blitar berdasarkan hukum islam, menyediakan ruang laktasi pada kantor
pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan
sebagai salah satu bentuk untuk mencapai tujuan dari berdirinya suatu
negara Yyaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Pelaksanaan
pelayanan publik ini termanifestasi dalam magashid syariah yang berupa
maslahah Dharuriyyah (masalahah primer) yang mana bertujuan untuk
pemeliharaan kesehatan yang dalam hal ini untuk memelihara jiwa (hifdz

nafs) dan memelihara keturunan (Hifdz An-Nasb).

B. Saran
Dari hasil penelitian ini, penulis berharap apa yang penulis tulis dalam
skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis pribadi
ataupun pihak-pihak bersangkutan. Berdasarkan apa yang telah penulis teliti,
penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Bagi Puskesmas, agar meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada
kantor pelayanan publik di wilayah kerjanya untuk memliki ruang

laktasiyang memenuhi standar.



63

2. Bagi Dinas Kesehatan, agar dapatnya memerikan sosialisasi langsung
kepada kantor pelayanan publik yang ada di Kabupaten Blitar. Dinas
kesehatan juga harus mengontrol dan mengevaluasi ketersediaan
ruang laktasi di Kabupaten Blitar, serta bertindak tegas kepada
kantor pelayanan publik yang belum memenuhi standarisasi ruang

laktasi.

3. Bagi kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar, agar ruang laktasi
yang ada disiapkan sesuai standarisasi sesuai peraturan. Sehingga

memeberikan rasa nyaman pada penggunanya yaitu ibu menyusui.



